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BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH Dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

8 FEBRUARI 2018

A. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dalam
Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017 diajukan oleh Horas A.M Naiborhu.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas
Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang berketentuan “Pelaksanaan suatu
undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang
dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima
TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian”.

C. BATU UJI
Bahwa Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, dianggap Pemohon bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon.

D. KETERANGAN DPR RI
Bahwa pada Kamis, tanggal 21 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB, dalam Agenda
Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR, Tim Kuasa DPR RI
yang dihadiri oleh Arsul Sani S.H., M.Si (No Anggota A- 528) dan didampingi oleh
Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap konstitusionalitas Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3,
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:




Bahwa setelah permohonan Pemohon diperiksa dalam persidangan bersama-
sama dengan permohonan lainnya yang sejenis, telah ternyata Pemohon tidak
pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara, terlebih berusaha untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menjadi kewajibannya sehingga
Mahkamah berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan
permohonannya. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK
dalam Amar Putusannya menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat
diterima”.

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan
bersifat erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 37/PUU-
XV/2017 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap
Pengujian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, mengandung arti bahwa
Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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